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Abstrak  
 
Perkembangan teknologi di bidang transportasi cukup cepat, terutama kendaraan bermotor, namun seiring 
berkembangnya alat tarnsportasi kendaraan bermotor ini tidak di temani dengan kesadaran hukum oleh 
masyarakat, sehingga terjadi pelanggaran khususnya di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya. Dari hal 
inilah dibutuhkan strategi penanganan pelanggaran Lalu Lintas oleh Polsek Nambangan Surabaya, sehingga 
mengurangi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas. Permasalahan pokok pada penelitian ini 
adalah strategi penanganan pelanggaran Lalu Lintas oleh Polsek Nambangan Surabaya.Penelitian yang 
digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana strategi 
penanganan pelanggaran Lalu Lintas oleh Polsek Nambangan Surabaya. Tempat penelitian yang di 
gunakan di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya, jenis data ada dua yaitu: data primer, dan data sekunder, 
teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumen.Hasil penelitian, diketahui bahwa strategi 
penanganan pelanggaran Lalu Lintas oleh Polsek Nambangan Surabaya cukup maksimal. Strategi 
penanganan yang dilakukan oleh Polsek Nambangan ada 2 macam yaitu: secara preventif, dan secara 
represif, dengan strategi ini maka terjadi penurunan angka kecelakaan di area Jembatan Suramadu Surabaya 
pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2013. Disarankan hendaknya polsek Nambangan Surabaya rajin 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan ikut serta berpartisipasi dalam mengurangi kecelakaan Lalu 
Lintas di sekitar Jembatan Suramadu Surabaya.  
Kata kunci : Upaya Preventif, Upaya Represif, Strategi. 
 
  
Abstract 
 
Development of tecnology in the field of transportation fast enought. Especially motor venicles, but as 
developing tools transportation motor venicle is no company with the awareness of the lawby the people, 
so going on of fanse especially around the bridge suramadu surabaya. Of the thing is it takes strategy to 
handling traffic violations by Polsek Nambangan Surabaya, so reduce it a violation and a traffic accident. 
Problems on the subject of this reseach is strategy handling traffic violations by Polsek Nambangan 
Surabaya.The research on the use of research deskriptif kualitatif, that illustrates and describes how the 
strategy handling traffic violations by Polsek Nambangan Surabaya. Place the research in use arround the 
bridge Suramadu Surabaya. Types of data three are 2 kinds of that: data primary and secondary data, the 
technique of gathering data included interviews and documents.The results of the research, it is know that 
strategy handling traffic violations by Polsek Nambangan Surabaya enough. Strategy handling is done by 
polsek Nambangan there are 2 kinds of that: in Preventif and in Repressive, with this strategy then it 
happened a decline in numbers was an accident of the bridge Suramadu Surabaya in the year 2014 in 
compare to the year 2013. Be advised three ought to Polsek Nambangan Surabaya industrious to raise 
awareness of the society and perticipate in reducing traffic accident around the bridge Suramadu Surabaya 
Key word: effort Preventif, effort Repressive, strategy. 
PENDAHULUAN  
 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran 
strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi 
nasional, perkembangan teknologi di bidang transportasi 
saat ini tidak dapat dipungkiri, terutama kendaraan 
bermotor yang menambah jumlah kendaraan di jalan raya, 
kenaikan permintaan akan kendaraan bermotor yang 
khususnya kendaraan roda dua, yang tiap tahunnya 
permintaannya semakin tinggi, hal ini dikarenakan 
murahnya harga jual belinya sehingga hampir seluruh 
masyarakat memiliki kendaraan bermotor yang khususnya 
kendaraan roda dua.  Dengan seiring permintaan pasar 
pada kendaraan bermotor membuat pemerintah kewalahan 
dalam mengatur Lalu Lintas, karena tidak di barengi 
dengan perkembangan jalan, sebagai media transportasi. 
Pada 1960-an saat guru besar dari ITB (Intitut Teknologi 
Bandung), Prof Dr Setyadmo (alm) mengusulkan 
terobosan berani di zaman itu, yaitu menghubungkan 
Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Ide gila itu mendapat 
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respon dari berbagai pihak, dan pada tahun 1965 dibuat 
desain oleh ITB jembatan melintasi Selat Madura. 
Gagasan dan konsep pengembangan jembatan antar 
pulau tersebut, tahun 1986 dikemukakan kepada penguasa 
Orde Baru saat itu, Soeharto. Namun, meluas tidak hanya 
menyatukan Pulau Jawa dan Sumatra saja, tapi juga Pulau 
Jawa-Madura dan Jawa-Bali. Dari tiga jembatan melintasi 
selat yang menyatukan pulau satu dengan lainnya itu, 
secara teknologi dan finansial, tahap awal lebih 
memungkinkan menyatukan Pulau Jawa dengan Madura. 
Jembatan sepanjang lebih dari lima kilometer di Selat 
Madura itu dibangun dengan kontruksi konvensional 
berupa tiang pancang beton dengan bentang tengah berupa 
konstruksi gantung seperti halnya Golden Gate di San 
Fransisco, AS. Sementara pembangunan jembatan di Selat 
Sunda, memerlukan dana besar dan teknologi mumpuni 
(sepanjang sekitar 26 km). Sedangkan jembatan yang 
menyatukan Jawa dan Bali, selain palung di Selat Bali 
dalam yang memerlukan teknologi khusus, juga adanya 
tentangan dari pemerintah dan masyarakat Pulau Dewata, 
yang khawatir arus urbanisasi dari Jawa ke Bali makin 
tinggi. 
Akhir tahun 1980-an, ide pembangunan jembatan 
Suramadu (Surabaya-Madura) terus bergulir. Keinginan 
merealisasikan jembatan Suramadu makin menggebu, 
pada awal tahun 1990-an dimana gubernur Jatim saat itu 
dijabat Soelarso, B.J. Habibie kembali menggulir rencana 
pembangunan jembatan melintasi Selat Madura. Ini seiring 
dengan dikukuhkannya pembangunan jembatan Suramadu 
sebagai jembatan nasional melalui Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1990. Di era Gubernur Soelarso, mulai 
melakukan pembebasan lahan di sisi Surabaya maupun 
Kamal, Kabupaten Bangkalan Madura. Perjalanan 
jembatan Suramadu tertatih-tatih, dimana saat gubernur 
Jatim dijabat Basofi Soedirman, pada akhir masa 
jabatannya dan Habibie menjabat presiden di awal Orde 
Reformasi, wujud fisik jembatan belum juga tampak. Baru 
saat Presiden digenggam Megawati Soekarnoputri-lah 
pada 20 Agustus tahun 2003, wujud fisik pembangunan 
jembatan Suramadu mulai tampak. Selebihnya 
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hanya 
melanjutkan dan merampungkan mega proyek fenomenal 
tersebut.  
Jembatan Suramadu merupakan jembatan pertama 
kali yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau 
Madura, nama Suramadu diambil dari gabungan dua nama 
yakni Surabaya dan Madura. Selain menjadi penghubung 
antar kota Surabaya dan pulau Madura, jembatan 
Suramadu juga mempunyai nilai seni yang tinggi, 
bangunan dengan model artistik yang mengagumkan ini 
juga menjadi salah satu tempat wisata Surabaya, untuk 
melintasi atau masuk jembatan ini, akan dikenakan biaya 
karcis masuk Rp. 30.000 untuk kendaraan roda empat, dan 
Rp 3000 untuk kendaraan roda dua. Jembatan ini 
merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, dengan 
panjang 5,4 kilometer dengan lebar kurang lebih 30 meter. 
Jembatan suramadu menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 
meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Jembatan 
suramadu juga menyediakan lajur khusus bagi pengendara 
sepeda motor disetiap sisi luar jembatan. Jembatan 
Suramadu terbagi dari 3 bagian yaitu jalan layang 
(causeway), jembatan penghubung (approach bridge) dan 
jembatan utama (main bridge). Jembatan ini diresmikan 
awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno 
Putri pada 20 Agustus 2003, dan diresmikan 
pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
pada tanggal 10 juni 2009. Yang diperkirakan memakan 
biaya 4,5 triliun. Pembangunan jembatan ini ditunjukkan 
untuk mempercepat pembangunan di pulau Madura, 
meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura. 
Suramadu yang merupakan Jembatan yang banyak 
peminatnya yang khususnya kendaraan roda dua, namun 
masih ada masyarakat yang kurang paham akan aturan 
Lalu Lintas dan kurangnya kesadaran hukum 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran rambu – rambu 
Lalu Lintas. Pelanggarannya mulai dari pengendara roda 
dua dan kendaraan  roda empat atau lebih. Yang cukup 
banyak melanggar Lalu Lintas yaitu pengendara 
kendaraan roda dua, dimana kurangnya kesadaran hukum 
pada pengendara menyebabkan terjadinya kecelakaan. 
Beberapa pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh 
pengendara kendaraan bermotor yaitu, melanggar marka 
jalan atau zebra cross, saat lampu merah terus berjalan, dan 
melawan arus. Pelanggaran lalu lintas terjadi disebagian 
besar daerah di Surabaya termasuk di Jembatan Suramadu. 
 
 
Tabel 1.1 
Angka kecelakaan dan Akibatnya di Suramadu 
sejak tahun 2012 - 2013 
Tahun Angka 
Kecelakaan 
Luka 
Ringan 
Luka 
Berat 
Meninggal 
Dunia 
2012 73 71 8 27 
2013 126 147 4 58 
Sumber data Kepolisian RI Resort Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya ( 10 Maret 2015 ). 
 
Uraian tabel di atas menggambarkan  jumlah 
kecelakaan yang terjadi di Jembatan Suramadu sejak tahun 
Uraian tabel di atas menggambarkan  jumlah 
kecelakaan yang terjadi di Jembatan Suramadu sejak tahun 
2012 sampai dengan tahun 2013, beserta akibatnya. Pada 
tahun  2012, terjadi kecelakaan sebanyak 73 kecelakaan. 
Diantaranya yaitu kecelakaan yang menyebabkan luka 
ringan 71 korban, dan kecelakaan yang menyebabkan luka 
berat sebanyak 8 korban, sedangkan kecelakaan yang 
menyebabkan meninggal dunia sebanyak 27 korban jiwa. 
Pada tahun 2013, terjadi kecelakaan sebanyak 126 
kecelakaan. Diantaranya yaitu kecelakaan yang 
menyebabkan luka ringan 147 korban, dan kecelakaan 
yang menyebabkan luka berat sebanyak 4 korban, 
sedangkan kecelakaan yang menyebabkan meninggal 
dunia sebanyak 58 korban jiwa. Hal tersebut menjelaskan 
bahwa terjadi peningkatan angka kecelakaan dari tahun  
2012 ke tahun 2013, dan memakan korban semakin banyak 
pula. Salah satu penyebabnya karena Jembatan Suramadu  
merupakan  jembatan yang menghubungkan antara 
Surabaya dan  Madura. Jembatan ini banyak diminati oleh 
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masyarakat khususnya warga Madura yang berdomisili di 
Surabaya ataupun warga dari luar daerah Surabaya, 
Jembatan Suramadu yang membentang di selat Madura ini 
mempunyai dua jalur penyeberangan, yaitu untuk motor 
roda empat dan motor  roda dua, hal inilah yang di 
manfaatkan oleh warga yang melintasi khususnya 
pengendara motor  roda dua,  karena menurut mereka bisa 
menghemat waktu perjalanan dan bisa juga untuk melihat 
pemandangan sekitar area Jembatan Suramadu. 
Banyaknya pengendara yang melintasi Jembatan 
Suramadu dan kurangnya kesadaran hukum pada 
pengendara khususnya pengendara roda dua 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Jenis 
pelanggarannya pun cukup bervariatif mulai dari tidak  
membawa SIM, sampai pelanggaran yang berat dimana 
terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. 
Salah satu penyebabnya karena Jembatan 
Suramadu  merupakan  jembatan yang menghubungkan 
antara Surabaya dan  Madura. Jembatan ini banyak 
diminati oleh masyarakat khususnya warga Madura yang 
berdomisili di Surabaya ataupun warga dari luar daerah 
Surabaya, Jembatan Suramadu yang membentang di selat 
Madura ini mempunyai dua jalur penyeberangan, yaitu 
untuk motor roda empat dan motor  roda dua, hal inilah 
yang di manfaatkan oleh warga yang melintasi khususnya 
pengendara motor  roda dua,  karena menurut mereka bisa 
menghemat waktu perjalanan dan bisa juga untuk melihat 
pemandangan sekitar area Jembatan Suramadu. 
Banyaknya pengendara yang melintasi Jembatan 
Suramadu dan kurangnya kesadaran hukum pada 
pengendara khususnya pengendara roda dua 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Jenis 
pelanggarannya pun cukup bervariatif mulai dari tidak  
membawa SIM, sampai pelanggaran yang berat dimana 
terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. 
Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
mendefinisikan Lalu Lintas sebagai gerak kendaraan dan 
orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Pasal 1 
Undang - undang No 22 tahun 2009 tentang Ketentuan 
Umum mengatur yang dimaksud dengan Ruang Lalu 
Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 
gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang 
berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Umumnya para 
pengendara sepeda motor mengetahui peraturan lalu lintas 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dari berbagai media 
seperti media elektronik, televisi, radio, Koran, serta dari 
buku panduan lalu lintas. Pengendara sepeda motor hanya 
sebatas mengetahui aturan-aturan mana yang mengatur 
perbuatan apa yang bisa dilakukan dan apa yang  
tidak  boleh dilakukan dalam berlalu lintas. 
Salah satu upaya yang dilakukan supaya 
pengendara sepeda motor mengetahui peraturan lalu lintas 
adalah melalui kerjasama polisi lalu lintas dengan berbagai 
instansi baik swasta maupun negeri untuk mengadakan 
sosialisasi undang – undang lalu lintas dan angkutan  jalan 
berupa penyuluhan atau seminar hukum. Pengetahuan 
tentang isi peraturan-peraturan hukum atau lebih dikenal 
dengan pemahaman hukum, dapat diartikan sebagai 
sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai 
isi dari peraturan suatu hukum tertentu. Dalam hal ini 
pengendara sepeda motor mampu memahami tujuan dan 
tugas hukum yakni untuk menjaga kehidupan dan 
ketertiban masyarakat. 
Rendahnya kesadaran pengendara dapat 
mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan sehingga 
perlu diperlukan sosialisasi dan strategi penanganan 
kecelakaan dan strategi yang dapat menumbuhkan efek 
jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 
Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui 
penegakan hukum. Polisi sebagai aparat penegak hukum 
harus bersikap tegas dalam melakukan penegakan hukum 
kepada pengendara sepeda motor yang sembarangan di 
jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan 
kemacetan. Sebagai pengguna jalan, masyarakat sendiri 
masih terlihat kurang  berpartisipasi dalam menegakkan 
hukum karena mereka sendiri memiliki kesadaran hukum 
yang rendah. Hal ini ditunjukan dengan penggunaan jalan 
yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya 
melawan arus, melanggar rambu lalu lintas, menggunakan 
trotoar  sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan, untuk 
itu dibutuhkan strategi penanganan yang tepat agar dapat 
meminimalisir terjadinya kecelakaan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji 
strategi apa yang telah dilakukan polisi dalam rangka 
meminimalisir kecelakaan lalu lintas di Jembatan 
Suramadu, dan menulisnya dalam skripsi yang berjudul “ 
strategi penanganan pelanggaran Lalu Lintas di wilayah 
Jembatan Suramadu Surabaya” 
 
Rumusan Masalah 
Bagaimana strategi Polsek Nambangan dalam penanganan 
pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Jembatan Suramadu 
Surabaya? 
Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk dapat mengetahui 
strategi Polsek Nambangan dalam penanganan 
pelanggaran Lalu Lintas di Jembatan Suramadu Surabaya. 
Manfaat Penelitian. (1). Manfaat Teoritis yaitu hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi 
mahasiswa Ppkn – Jurusan PMPKN Unesa untuk 
pengembangan ilmu hukum terutama bidang Lalu Lintas. 
(2). Manfaat Praktis yaitu hasil daripenelitian ini 
diharapkan dapat memberikan masukan bagi Polsek 
Nambangan sebagai pijakan dalam menentukan strategi 
penanganan pelanggaran Lalu Lintas di masa mendatang. 
Definisi Operasional dan Pembatasan Masalah (1). 
Definisi Operasional adalah upaya untuk menghindari 
perbedaan  penafsiran dalam memahami penelitian ini, 
maka penulis merasa perlu memberikan definisi 
operasional sebagai berikut: (1). Pelanggaran lalu lintas 
adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan lalu lintas dan angkutan jalan. (2). Undang-
undang lalu lintas yang dimaksud adalah UU Nomor  22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Strategi adalah cara untuk dapat mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. (2). Batasan Masalah 
menyadari begitu luasnya ruang lingkup penelitian ini 
maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada 
strategi  penanganan  pelanggaran Lalu Lintas yang 
dilakukan pengendara kendaraan  bermotor  roda dua di 
sekitar area Jembatan Suramadu Surabaya. 
Pengertian Pelanggaran adalah kata sifat yang berasal dari 
kata “langgar” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran 
“an”. Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda 
yang berasal dari kata “langgar” yang menunjukan orang 
yang melakukan perbuatan itu atau subjek pelaku. Jadi 
pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada 
sesorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari 
ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat menunjukan bahwa pelanggaran 
adalah hal – hal yang menyalahi aturan. 
http://carapedia.com/pengertian_definisi_pelanggaran_inf
o2036.html) di akses 22 Maret 2014. 
Moeljanto (1979:71) mengemukakan bahwa pelanggaran 
adalah perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru 
dapat diketahui setelah ada undang-undang yang 
menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan 
adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bilamana 
tidak ada aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan 
dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan 
melainkan rasa keadilan atau hukum yang hidup dalam 
masyarakat. 
Sedangkan menurut Bawengan (1979:20-21) 
mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik undang-
undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan 
dinyatakan oleh undang-undang sebagai pelanggaran 
merupakan perbuatannya oleh undang-undang dicap 
sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan 
ketertiban hukum. Berdasarkan keterangan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang 
adalah peristwa-peristiwa yang untuk kepentingan 
dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang 
atau pelanggaran merupakan perbuatan oleh undang-
undang atau dicap sebagai suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran 
adalah delik undang-undang bukan delik hukum. 
Jenis pelanggaran Lalu Lintas ada beberapa macam 
sehingga dibedakan menjadi beberapa bagian sesuai 
dengan jenis pelanggarannya, beserta aturan di dalam 
Undang – undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya yaitu: (a). Apabila 
seseorang pengendara mengemudikan kendaraan bermotor 
di jalan tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi, Maka akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan Undang – undang Nomer 
22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelanggar 
tersebut akan dipidana kurungan penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 
(satu juta rupiah). (b). Apabila pengguna kendaraan 
bermotor mengemudikan kendaraan bermotor tidak 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi 
kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu 
petunjuk arah, sesuai dengan Undang – undang Nomer 22 
Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. maka 
akan dikenakan Pasal 285 dengan pidana kurungan paling 
lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000.00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah). (c). Apabila pengendara 
motor dijalan yang melanggar aturan perintah atau 
larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, maka 
sesuai dengan Undang – undang Nomer 22 Tahun 2009 
Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 287 dengan 
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling 
banyak 500.000.00 ( lima ratus ribu rupiah). (d). Apabila 
pengendara motor tidak mematuhi perintah yang diberikan 
oleh petugas kepolisian, maka sesuai dengan Undang – 
undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Pasal 282 dengan pidana kurungan paling 
lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000.00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah). (d). Apabila pengendara 
motor mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak 
wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan 
gangguan konsentrasi pada pengendara lain maka sesuai 
dengan Undang – undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang 
lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 283 dengan pidana 
kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 
750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (e). 
Apabila pengendara motor mengemudikan kendaraan 
dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki 
atau pesepeda maka sesuai dengan Undang – undang 
Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Pasal 284 dengan pidana kurungan paling lama 2 
bulan atau denda paling banyak 500.000.00 (lima ratus 
ribu rupiah). (f). Apabila mengemudikan kendaraan 
bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan dan terkena razia oleh pihak polantas, 
sesuai dengan Undang – undang Nomer 22 Tahun 2009 
Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka akan 
dikenakan pasal dengan pidana kurungan paling lama 2 
bulan atau denda paling banyak 500.000.00 ( lima ratus 
ribu rupiah). (g). Apabila pengendara mengemudikan 
sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional, 
sesuai dengan Undang – undang Nomer 22 Tahun 2009 
Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 291 dengan 
pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling 
banyak 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (h). 
Apabila mengemudikan kendaraan bermotor tanpa 
menyalakan lampu utama sesuai dengan Undang – undang 
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Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Maka dikenakan pasal 293 dengan pidana kurungan 
paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000.00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). (i). Apabila 
mengemudikan kendaraan bermotor yang berbelok atau 
berbalik arah tanpa lampu isyarat sesuai dengan Undang – 
undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Maka akan dikenakan pasal 294 dengan 
pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling 
banyak 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (j). 
Apabila seorang pengendara motor mengemudikan 
kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau 
bergerak kesamping tanpa isyarat lampu, sesuai dengan 
Undang – undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Maka akan dikenakan pasal 
295 dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau 
denda paling banyak 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). (k). Apabila mengemudikan kendaraan bermotor 
pada perlintasan kereta api dan jalan tidak berhenti pada 
saat sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah di tutup, 
sesuai dengan Undang – undang Nomer 22 Tahun 2009 
Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Maka akan 
dikenakan pasal 296 dengan pidana kurungan paling lama 
3 bulan atau denda paling banyak 750.000.00 (tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah). (l). Apabila pengendara motor 
mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan capek, 
mengantuk, mabuk, sehingga karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan mengakibatkan 
korbannya luka ringan dan kerusakan pada kendaraan. 
Maka sesuai dengan Undang – undang Nomer 22 Tahun 
2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 229 
ayat (3) dipidana paling lama satu (1) tahun dan atau denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah). 
Dari beberapa jenis pelanggaran lalu lintas di atas 
menunjukkan adanya perbedaan penindakan atau 
hukuman. Jenis – jenis pelanggaran Lalu Lintas di mulai 
dari pelanggaran ringan seperti tidak melengkapi surat-
surat kendaraan bermotor, sampai ke pelanggaran yang 
cukup berat yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas. 
Sebab dan akibat dari Pelanggaran Lalu Lintas 
Pelanggaran ketentuan lalu lintas yang dilakukan 
masyarakat kian tambah memprihatikan dari tahun ke 
tahun yang pada gilirannya akan mengakibatkan 
peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban 
meninggal ataupun luka-luka yang tidak sedikit. 
Disamping itu ketidaktertiban juga akan mengganggu 
kelancaran lalu lintas, untuk meningkatkan ketertiban 
masyarakat perlu dipelajari dan dipetakan kembali profil 
pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Pengamatan 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat 
diantaranya yaitu: (a). Tingginya pelanggaran terhadap 
batas kecepatan yang seolah-olah tidak ada batasan 
kecepatan yang diberlakukan hal ini terutama menjadi 
masalah pada jalan yang lalu lintas sedang sepi. Hal ini di 
atur dalam Undang – undang Lalu Lintas Pasal 115 yaitu: 
pengemudi kendaraan bermotor dilarang: (1). 
mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling 
tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 21: dan/atau. (2). berbalapan dengan kendaraan lain. 
(a). Tingginya pelanggaran pada persimpangan yang 
dikendalikan lampu lalu lintas khususnya didaerah 
pingiran kota. Pelanggaran terutama tinggi dilakukan oleh 
pengendara sepeda motor, pengemudi angkutan umum 
khususnya angkot. Pelanggaran lain yang juga terjadi 
bahwa pengemudi tetap masuk persimpangan pada saat 
lampu sudah berubah menjadi merah dan kadang bila lalu 
lintas didepannya macet pengemudi akan menghambat 
lalu lintas yang mendapatkan lampu hijau dan akhirnya 
persimpangan akan terkunci. Hal ini di atur dalam Undang 
– undang Lalu Lintas Pasal 113 ayat (1) dan (2) yaitu: (1). 
pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan 
dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas. (2). jika 
persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu 
Lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus 
memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang 
dari arah kanan. (a). Tidak berjalannya aturan penggunaan 
persimpangan perioritas atau bundaran lalu lintas, 
pelanggaran ini pada gilirannya mengakibatkan 
persimpangan terkunci. Memang pengertian masyarakat 
tentang hak menggunakan persimpangan masih sangat 
rendah terutama pada persimpangan yang dilengkapi 
dengan rambu beri kecepatan ataupun rambu stop. Hal ini 
di atur dalam Undang – undang Lalu Lintas Pasal 112 ayat 
(3) yaitu: “Pada persimpangan jalan yang dilengkapi 
dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas, pengemudi 
dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain 
oleh rambu Lalu Lintas dan alat pemberi isyarat Lalu 
Lintas.” (a). Pelanggaran jalur yang dilakukan oleh 
pengguna jalan dengan berjalan menggunakan jalur lawan 
pada jalan-jalan yang dipisah dengan median ataupun jalan 
satu arah. Pelanggaran ini terutama dilakukan oleh 
pengguna sepeda motor. Hal ini di atur dalam Undang – 
undang Lalu Lintas Pasal 110 ayat (1) yaitu: Tentang 
Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari 
arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan 
secarajelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup 
disebelah kanan. (a). Pelanggaran terhadap penggunaan 
jalan, khususnya dijalur pejalan kaki. Hal ini di atur dalam 
Undang – undang Lalu Lintas Pasal 131 ayat (1), dan (2) 
yaitu: (1). Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas 
pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, 
dan fasilitas lain. (2). Pejalan kaki berhak mendapatkan 
prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat 
penyeberangan. (a). Pelanggaran tertib penggunaan 
perangkat keselamatan seperti helm dan sabuk 
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keselamatan yang cenderung masih tinggi terutama di 
kawasan pinggiran kota. Hal ini di atur dalam Undang – 
undang Lalu Lintas Pasal 106 ayat (6), dan (8) yaitu: (6). 
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
beroda empata atau lebih dijalan dan penumpang yang 
duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk 
keselamatan. (8). setiap orang yang mengemudikan sepeda 
motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan 
helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 
Dari beberapa pelanggaran yang terjadi, serta 
pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. 
Dapat kita lihat dari beberapa faktor, diantaranya yaitu: 
(1). faktor Alam, bisa karena kabut, angin kencang. (2). 
Dari faktor  Jalan, bisa jalannya yang menikung atau rusak. 
(3). Dari faktor manusia, mungkin kondisi lelah, ngantuk,  
mabuk. (4). Dari faktor kendaraan, bisa dari Rem motor 
yang blong, atau kendaraan yang tidak layak pakai. 
Dari faktor – faktor tersebut dapat kita lihat bahwa 
pelanggaran yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya 
kecelakaan, karena penyebab kecelakaan bukan hanya dari 
faktor kelalaian manusia, namun juga dari faktor alam, 
jalan, faktor laik kendaraan, sehingga diharapkan kita 
sebagai pengguna jalan raya lebih berhati – hati dan saling 
menghormati antar pengendara, sehingga akan 
menimalisir terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. 
 Akibat dari pelanggaran lalu lintas diantaranya yaitu : 
Terjadinya kemacetan lalu lintas. Terutama pengemudi 
sepeda motor yang dengan seenaknya menyerobot lampu 
merah, memotong jalan dan melawan arus, belum lagi 
kendaraan umum seperti: angkutan umum, bus kota, taxi 
dan becak yang sering mangkal dan mengambil atau 
menurunkan penumpang semaunya sendiri disembarang 
tempat. Sangat disayangkan penegakkan peraturan 
maupun penindakan para pelanggar terkesan lemah 
meskipun undang-undang lalu lintas sudah ada. Maka 
penegakkan hukum harus tegas, penyuluhan berlalu lintas 
terhadap warga masyarakat harus dilakukan tanpa henti, 
termasuk disekolah agar disiplin berlalu lintas khususnya 
dapat ditaati oleh setiap pengendara dan warga masyarakat 
pada umumnya. Pengendara memahami aturan berlalu-
lintas, tetapi masih nekad melanggar, padahal melanggar 
aturan lalu-lintas adalah maut, membahayakan 
keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. 
Strategi Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas. (a). 
Preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian sebelum pelanggaran terjadi, agar suatu 
tindakan pelanggaran dapat di cegah. Untuk itu Polantas 
yang bertugas di sekitar area Jembatan Suramadu 
berinisiatif untuk melakukan strategi penanganan 
pelanggaran, dengan cara memberikan himbauan kepada 
masyarakat, memasang spanduk dan banner di setiap 
simpul – simpul jalan, dan melakukan Pendidikan 
Masyarakat (Dikmas), atau pendidikan Lalu Lintas. 
Sehingga masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas, dan 
diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan yang 
berlaku sesuai dengan Undang – undang Nomer 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256 
ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi: (1). Masyarakat 
berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu 
lintas dan Angkutan Jalan. (2). Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a). 
Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; (b). Masukan kepada instansi pembina dan 
penyelenggara Lalu Lintas dan angkutan Jalan di tingkat 
pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, 
pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; (c). Pendapat dan pertimbangan kepada 
instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap 
kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang menimbulkan dampak lingkungan; dan (d). 
Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti 
masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan 
oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(2). Dengan strategi penanganan pelanggaran secara 
preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan atau 
penyadaran terhadap pelaku agar tidak melakukan hal – hal 
yang lebih buruk lagi, sehingga diharapkan adanya 
kesadaran hukum di dalam masyarakat supaya tidak 
melanggar rambu – rambu Lalu Lintas dan meminimalisir 
terjadinya pelanggaran. (b). Represif adalah penindakan 
setelah terjadinya pelanggaran dan penyidikan di atur 
dalam Pasal 260 ayat 1 yaitu: (1). Memberhentikan, 
melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita 
sementara kendaraan bermotor yang patut diduga 
melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat 
dan/atau hasil kejahatan; (2). Melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak 
pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (3). 
Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan 
Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum; (4). 
Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, 
Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan 
Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; 
(5). Melakukan penindakan terhadap tindak pidana 
pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan; (6). Membuat dan 
menandatangani berita acara pemeriksaan; (7). 
Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti; 
(8). Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak 
pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau. (9). Melakukan 
tindakan lain menurut hukum secara bertanggung 
jawab.pelanggaran. Pelaksanaan penindakan. Dengan cara 
represif di harapkan dapat memberikan efek jera kepada 
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pelaku pengendara kendaraan bermotor yang melanggar 
rambu – rambu Lalu Lintas sehingga tidak akan 
mengulangi pelanggaran lagi di kemudian hari. 
METODE  
Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, dan pengkajian data yang dilakukan secara 
sistematis dan obyektif untuk memecahkan persoalan atau 
menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-
prinsip namun dengan tujuan mengembangkan teori-teori 
ilmiah atau prinsip-prinsip dasar suatu disiplin yang lebih 
baik daripada memecahkan persoalan praktis. (Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1991). Sebuah 
penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk 
memperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, karena 
akuratnya suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan 
penggunaan metode (Arikunto, 1996 : 96). 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
kualitatif, yaitu suatu penelitian berorientasi pada gejala 
yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan 
menggambarkan dan mendeskripsikan strategi 
penanganan pelanggaran lalu lintas di Jembatan Suramadu 
Surabaya oleh Polsek Nambangan. 
Tempat Penelitian adalah daerah atau lokasi yang 
digunakan untuk melakukan penelitian. Penentuan tempat 
atau lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah 
dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, 
sehingga permasalahan tidak terlalu luas dan tetap fokus 
pada apa yang akan diteliti. Tempat yang dipilih sebagai 
penelitian adalah : (a). Kawasan Jembatan Suramadu 
Surabaya. Hal ini melalui pertimbangan bahwa di kawasan 
tersebut merupakan kawasan yang menghubungkan antara 
Selat Jawa dan Selat Madura. (b). Banyaknya pelanggaran 
Lalu Lintas di daerah tersebut sehingga terjadi banyak 
kecelakaan di Jembatan Suramadu Surabaya mulai dari 
tahun 2012 sampai tahun 2013. Pada tahun  2012, terjadi 
kecelakaan sebanyak 73 kecelakaan. Diantaranya yaitu 
kecelakaan yang menyebabkan luka ringan 71 korban, dan 
kecelakaan yang menyebabkan luka berat sebanyak 8 
korban, sedangkan kecelakaan yang menyebabkan 
meninggal dunia sebanyak 27 korban jiwa. Pada tahun 
2013, terjadi kecelakaan sebanyak 126 kecelakaan. 
Diantaranya yaitu kecelakaan yang menyebabkan luka 
ringan 147 korban, dan kecelakaan yang menyebabkan 
luka berat sebanyak 4 korban, sedangkan kecelakaan yang 
menyebabkan meninggal dunia sebanyak 58 korban jiwa. 
Hal tersebut menjelaskan bahwa terjadi peningkatan angka 
kecelakaan dari tahun  2012 ke tahun 2013, dan memakan 
korban semakin banyak pula. 
 
Variabel Penelitian 
Variabel merupakan istilah yang tidak pernah 
ketinggalan dalam penelitian, karena variabel yang akan 
menurunkan indikator - indikator variabel yang akan 
dijadikan pedoman menyusun instrumen dan 
mengumpulkan data serta langkah penelitian lain. 
Menurut Arikunto (1996 : 96), Variabel adalah 
sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian atau 
obyek penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini 
adalah strategi penanganan pelanggaran Lalu Lintas yang 
dilakukan dan kendala yang dihadapi Polsek Nambangan 
Surabaya dalam Menangani pelanggaran Lalu Lintas 
pengendara motor di Jembatan Suramadu Surabaya. 
 
 Jenis Data (1). data Primer yaitu data yang diperoleh 
secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan 
melalui wawancara, dan observasi. Data primer dapat 
dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung 
dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena 
penerapan suatu teori. Untuk melihat konsepsi 
penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori 
– teori yang terkait, sehingga perlu data sekunder sebagai 
pemandu. (2). Data Sekunder yaitu data yang diperoleh 
berasal dari bahan kepustakaan. Pada umumnya untuk 
mendapatkan data sekunder tidak lagi dilakukan 
wawancara atau melalui instrumen jenis lainnya, 
melainkan meminta bahan – bahan sebagai pelengkap. 
Data sekunder biasanya melengkapi data primer. Begitu 
juga data primer melengkapi data sekunder. 
Untuk informan yang ditanya yaitu Kepala Kanit 
Polantas Nambangan AKBP. Didit Dwi. Hal ini 
dikarenakan beliau merupakan Kanit untuk area Jembatan 
Suramadu, dan salah satu petugas yang berjaga di pos Lalu 
Lintas. Namun apabila dikemudian hari terdapat 
kekurangan data informan maka peneliti menggunakan 
Snow Ball. 
Teknik Pengambilan Data. (1). Wawancara adalah 
sebagai salah satu teknik pengumpulan data penelitian 
lapangan, wawancara pada umumnya digunakan untuk 
menggali keterangan dan informasi yang dibutuhkan. 
Menurut S. Nasution, wawancara adalah suatu bentuk 
komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang 
bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2006 : 114). 
Tujuan wawancara bagi peneliti adalah menemukan 
prinsip yang lebih objektif. Wawancara dalam penelitian 
ini dilakukan secara mendalam untuk memperoleh 
informasi dan untuk melengkapi data – data yang 
terkumpul dalam bentuk pertanyaan kepada pihak 
kepolisian lalu lintas yang bertugas di area Jembatan 
Suramadu Surabaya.. (2). Dokumen yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah catatan dari pihak kepolisian tentang 
jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jembatan 
Suramadu Surabaya, kendala yang dialami, strategi yang 
telah dilakukan dalam menangani pelanggaran Lalu Lintas 
di Jembatan Suramadu Surabaya. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, analisis data 
kualitatif yang digunakan model Miles dan Hubberman,     
( 1984), dalam Sugiyono ( 2009 : 246 ). Interaktif dan 
berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga 
datangnya sudah jenuh, aktifitas dalam analisis data yang 
dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data atau kesimpulan. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
mencatat hasil wawancara dilapangan, setelah data 
dikumpulkan secara keseluruhan dari informan, kemudian 
dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik ini digunakan 
untuk menggambarkan objek yang menjadi pokok 
permasalahan dan untuk selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif agar permasalahan yang dibahas menjadi jelas. 
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Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, 
yakni proses pemilihan pemusatan penelitian dan 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 
kasar dari penelitian yang muncul dari catatan dilapangan 
( Miles dan Hubberman, 1992 : 16 ). Pada penelitian ini 
reduksi data dilakukan dengan cara (1) menyortir data atau 
memilah-milah data digunakan untuk mencari data-data 
yang relevan dengan fokus penelitian dan menyisihkan 
data-data yang dianggap kurang relevan, (2) membuat 
ringkasan data dari berbagai metode pengumpulan data 
(wawcancara, observasi, dokumentasi). Ringkasan ini 
berisikan uraian singkat mengenai hasil penelaahan 
permasalahan-permasalahan penelitian guna 
menenemukan jawaban secara singkat; dan (3) membuat 
kode. Langkah ini ditempuh peneliti untuk mempermudah 
dalam mengumpulkan data, menggolongkan data dan 
menyortir data sehingga dapat mempermudah didalam 
menganalisis data, baik selama dilapangan maupun 
sesudahnya 
Penyajian data yang sering dipakai pada data 
kualitatif adalah bentuk teks naratif  ( Miles dan 
Hubberman, 1992 : 17 ). Dalam penelitian ini misalnya 
data yang disajikan adalah informasi yang berdasarkan 
dari catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk 
memindahkan membaca dan menarik kesimpulan. 
Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, 
bahkan mencakup pula reduksi data. Jadi pemaparan data 
ini dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang 
bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya 
penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Pada 
penelitian ini pemaparan data tersusun secara logsi dan 
kronologis atau sistematis logis. 
Penarikan kesimpulan / verifikasi, menurut Miles 
dan Hubberman ( 1992 : 19 ), penarikan data dikumpulkan, 
direduksi dan disajikan, dan perlu juga diverifikasi dengan 
meninjau ulang catatan lapangan. Verifikasi atau 
penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan 
untuk menjawab rumusan masalah mengenai Penanganan 
Lalu Lintas dan Kendala yang dihadapi Polsek 
Nambangan Surabaya dalam Menangani Pelanggaran 
Lalu Lintas di Jembatan Suramadu Surabaya. 
Secara lebih jelas langkah – langkah dalam analisis 
data dapat dilihat dalam skema berikut. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Skema 3.1 Skema Analisis Data Penelitian 
(sumber : Sugiyono, 2009 : 247 
 
HASIL PENELITIAN 
Deskripsi Lokasi Penelitian 
Jembatan Suramadu merupakan jembatan pertama 
kali yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau 
Madura, nama Suramadu diambil dari gabungan dua nama 
yakni Surabaya dan Madura. Selain menjadi penghubung 
antar kota Surabaya dan pulau Madura, jembatan 
Suramadu juga mempunyai nilai seni yang tinggi, 
bangunan dengan model artistik yang mengagumkan ini 
juga menjadi salah satu tempat wisata Surabaya, untuk 
melintasi atau masuk jembatan ini, akan dikenakan biaya 
karcis masuk Rp. 30.000 untuk kendaraan roda empat, dan 
Rp 3000 untuk kendaraan roda dua. Jembatan ini 
merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, dengan 
panjang 5,4 kilometer dengan lebar kurang lebih 30 meter. 
Jembatan suramadu menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 
meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Jembatan 
suramadu juga menyediakan lajur khusus bagi pengendara 
sepeda motor disetiap sisi luar jembatan. Jembatan 
Suramadu terbagi dari 3 bagian yaitu jalan layang 
(causeway), jembatan penghubung (approach bridge) dan 
jembatan utama (main bridge). Jembatan ini diresmikan 
awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno 
Putri pada 20 Agustus 2003, dan diresmikan 
pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
pada tanggal 10 juni 2009. Yang diperkirakan memakan 
biaya 4,5 triliun. Pembangunan jembatan ini ditunjukkan 
untuk mempercepat pembangunan di pulau Madura, 
meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura. 
Deskripsi Lokasi Penelitian. (1).Wilayah Jembatan 
Suramadu. Jembatan Suramadu merupakan jembatan  
pertama kali yang menghubungkan Pulau Jawa dengan 
Pulau Madura, nama Suramadu diambil dari gabungan dua 
nama yakni Surabaya dan Madura. Selain menjadi 
penghubung antar kota Surabaya dan pulau Madura, 
jembatan Suramadu juga mempunyai nilai seni yang 
tinggi, bangunan dengan model artistik yang 
mengagumkan ini juga menjadi salah satu tempat wisata 
Surabaya, untuk melintasi atau masuk jembatan ini, akan 
dikenakan biaya karcis masuk Rp. 30.000 untuk kendaraan 
roda empat, dan Rp 3000 untuk kendaraan roda dua. 
Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, 
dengan panjang 5,4 kilometer dengan lebar kurang lebih 
30 meter. Jembatan suramadu menyediakan 4 lajur 2 arah 
selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. 
Jembatan suramadu juga menyediakan lajur khusus 
bagi pengendara sepeda motor disetiap sisi luar jembatan. 
Jembatan Suramadu terbagi dari 3 bagian yaitu jalan 
layang (causeway), jembatan penghubung (approach 
bridge) dan jembatan utama (main bridge). Jembatan ini 
diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden 
Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003, dan 
diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 10 juni 2009. Yang diperkirakan 
memakan biaya 4,5 triliun. Pembangunan jembatan ini 
ditunjukkan untuk mempercepat pembangunan di pulau 
Display data Pengumpulan Data 
ReduksiData 
Pemaparan Kesimpulan 
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Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di 
Madura. 
Jembatan yang banyak diminati oleh masyarakat 
khususnya warga Madura yang berdomisili di Surabaya 
maupun warga yang berada di luar daerah Surabaya. 
Jembatan yang membentang di selat Madura ini 
mempunyai dua jalur penyeberangan, yaitu jalur untuk 
kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, hal inilah 
yang menjadi daya tarik bagi warga yang mengendarai 
motor roda dua, karena menurut mereka bisa menghemat 
waktu perjalanan dan bisa juga untuk menikmati 
pemandangan di sekitar Jembatan Suramadu. Pada saat 
bulan – bulan tertentu seperti bulan Ramadhan menjelang 
Hari Raya maka akan lebih banyak lagi pengendara atau 
warga Madura yang berdomisili di daerah Surabaya, 
maupun warga Madura yang berdomisili diluar daerah 
Surabaya.  
Dengan banyaknya peminat pengendara motor, 
terutama pengendara motor roda dua, tidak dibarengi 
dengan kesadaran hukum yang kuat dari masyarakat 
sehingga ada saja yang melanggar rambu – rambu Lalu 
Lintas di sekitar area jembatan suramadu. Pelanggarannya 
cukup beragam diantaranya yaitu: (a). Pelanggaran 
memotong dan melawan arus Lalu Lintas. (b). Menyerobot 
Lampu Merah yang bisa saja menyebabkan kecelakaan. 
(c). Tidak memakai helm. (d). Berboncengan lebih dari 
satu orang. (e). Melebihi batas kecepatan. (f). Tidak dapat 
menunjukkan perlengkapan surat – surat kendaraan dll. 
Dari hal inilah peneliti ingin mengetahui 
bagaimana Strategi Penanganan Pelanggaran 
Lalu Lintas oleh Pihak Anggota Polantas yang 
bertugas di sekitar area Jembatan Suramadu 
Surabaya. Karena jembatan yang yang 
menghubungkan kota Surabaya dan pulau 
Madura ini banyak peminatnya terutama 
pengendara motor roda dua yang melintasi 
Jembatan Suramadu. 
A. Hasil  
Tabel data  jumlah kendaraan roda empat atau 
lebih dan kendaraan roda dua, yang melintasi 
Jembatan Suramadu pada tahun 2012 dan tahun 
2013. 
 
Tabel 4.1 
Data kendaraan yang melalui Jembatan 
Suramadu 
Tahun 2012 dan Tahun 2013 
Tahun Kendaraan Roda 
Empat 
Kendaraan Roda 
Dua 
2012 14.000 
unit kendaraan 
30.000 
unit kendaraan 
2013 15.000 
unit kendaraan 
31.000 
unit kendaraan 
2014 15.500 
unit kendaraan 
31.500 
unit kendaraan 
Sumber data ( www.m.tempo.co/read/news/2013/03/07 ) 
di akses 4 mei 2015. 
 
Dari hal inilah peneliti ingin mengetahui bagaimana 
Strategi Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pihak 
Anggota Polantas yang bertugas di sekitar area Jembatan 
Suramadu Surabaya. Karena jembatan yang yang 
menghubungkan kota Surabaya dan pulau Madura ini 
banyak peminatnya terutama pengendara motor roda dua 
yang melintasi Jembatan Suramadu. 
kenaikan volume kendaraan pada setiap tahunnya 
yang kenaikannya sekitar 10 persen tiap tahunnya. Dari 
banyaknya kendaraan yang melintasi jembatan suramadu 
ini, pihak Polantas Jatim khususnya Polantas Polsek 
Nambangan Surabaya yang bertugas sebagai pengatur 
kendaraan di sekitar area Jembatan Suramadu, 
menerapkan beberapa strategi terhadap pengendara 
kendaraan bermotor yang melintasi sekitar area Jembatan 
Suramadu. Mulai dari sebelum terjadinya pelanggaran, 
sampai terjadinya pelanggaran, berikut 2 macam strategi 
penanganan pelanggaran Lalu Lintas yaitu: (1). Secara 
Preventif yaitu metode yang mengutamakan pencegahan 
sebelum terjadinya pelanggaran. Untuk itu Polantas yang 
bertugas di sekitar area Jembatan Suramadu berinisiatif 
untuk melakukan strategi penanganan pelanggaran dengan 
cara memberikan himbauan, memasang spanduk dan 
banner di setiap simpul – simpul jalan, serta melakukan 
pendekatan langsung dengan melakukan Pendidikan 
Masyarakat (Dikmas), atau pendidikan Lalu Lintas serta 
berinteraksi langsung dengan masyarakat agar lebih tertib 
dalam berlalu lintas, dan diharapkan masyarakat dapat 
mematuhi peraturan yang berlaku sesuai Undang – undang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2). Secara represif yaitu 
suatu metode yang dilakukan setelah terjadinya 
pelanggaran. Untuk represif ini pihak Polantas melakukan 
tindakan tilang di tempat. Ini dimaksudkan untuk 
memberikan efek jera kepada pengendara yang melanggar 
Lalu Lintas. Supaya tidak melanggar lagi di kemudian 
hari. penanganan pelanggaran ini sesuai dengan Undang – 
undang Lalu Lintas Pasal 260 ayat 1. 
 
PEMBAHASAN 
Jembatan yang membentang di selat Madura ini 
mempunyai peran yang penting bagi warga yang 
khususnya warga Madura yang berdomisili di sekitar 
Surabaya. Jembatan Suramadu mempunyai daya tarik bagi 
warga yang mengendarai motor roda dua, karena bisa 
menghemat waktu perjalanan, dan bisa juga untuk 
menikmati pemandangan di sekitar Jembatan Suramadu. 
Keindahan di area Jembatan Suramadu tidak dibarengi 
dengan kesadaran hukum di dalam masyarakat, sehingga 
menyebabkan adanya pelanggaran Lalu Lintas, mulai dari 
pelanggaran yang ringan sampai pelanggaran yang berat, 
seperti pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan Lalu 
Lintas. Maka dibutuhkan strategi penanganan oleh 
Polantas Polsek Nambangan, selaku petugas yang 
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berwenang di area Jembatan Suramadu. Menurut Polantas 
Jembatan Suramadu Surabaya ada 2 (dua) macam 
penanganan pelanggaran Lalu Lintas yaitu secara 
preventif, dan secara Represif. (1). Secara preventif yaitu 
dimana pihak Polantas menempatkan anggotanya di 
simpul – simpul jalan yang rawan pelanggaran, dan di tiap 
titik – titik tertentu seperti perempatan, pertigaan dan di 
tikungan, serta memasang spanduk atau baner himbauan di 
titik – titik black spot  dengan  memberikan rambu 
peringatan. Upaya pencegahan dilakukan melalui 
peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan 
prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk 
pengawasan dibidang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang 
lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi management 
dan rekayasa Lalu Lintas, dan modernisasi sarana dan 
prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum 
dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan 
hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang tegas. 
Seperti halnya pada Undang – undang Lalu Lintas pada 
Pasal 103 ayat (1), dan (2). Dan  Pasal 256  yaitu Pasal: 
(1). Bersifat perintah atau larangan harus di utamakan dari 
pada Rambu Lalu Lintas dan/atau marka jalan. Pasal (2)  
Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan 
harus di utamakan dari pada marka jalan. 
Dari pasal tersebut  diharapkan dapat menimalisir 
terjadinnya pelanggaran Lalu Lintas. Sedangkan Undang – 
undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256 ayat (1), 
(2), dan (3), yang menyebutkan: (1). Masyarakat berhak 
untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas 
dan Angkutan Jalan. (2). Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a). 
Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; (b). Masukan kepada instansi pembina dan 
penyelenggara Lalu Lintas dan angkutan Jalan di tingkat 
pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, 
pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; (a). Pendapat dan pertimbangan kepada 
instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap 
kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang menimbulkan dampak lingkungan; dan (b). 
Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. (c). Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti 
masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan 
oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(2). Secara represif yaitu dimana setelah terjadinya 
pelanggaran. Seperti halnya pelanggaran Rambu Lalu 
Lintas yang disebabkan karena kurangnya pemahaman 
masyarakat akan rambu – rambu Lalu Lintas, dan kurang 
peka terhadap pentingnya Rambu Lalu Lintas. karena awal 
dari kecelakaan berawal dari pelanggaran Lalu Lintas, 
sehingga pentingnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya rambu Lalu Lintas, seperti halnya pada 
Undang – undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, yang 
terdapat pada Pasal 105 yang menyebutkan bahwa: setiap 
orang yang menggunakan jalan wajib. (a). berperilaku 
tertib; dan/atau. (b). mencegah hal – hal yang dapat 
merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 
terdapat pada Undang – undang Lalu Lintas Pasal 260 
yaitu kewenangan penyidik: (a). memberhentikan, 
melarang, atau menunda pengoprasian dan menyita 
sementara kendaraan bermotor yang patut diduga 
melanggar peraturan Lalu Lintas atau merupakan alat 
dan/atau hasil kejahatan; (b). melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak 
pidana dibidang Lalu Lintas dan angkutan jalan;. (c). 
meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan 
bermotor, dan/atau perusahaan angkutan jalan;. (d). 
melakukan penyitaan terhadap Surat Ijin Mengemudi, 
kendaraan bermotor, muatatn Surat Tanda Nomer 
Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan 
Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; 
(e). melakukan penindakan terhadap tindak pidana 
pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan 
peraturan perundang – undangan; (f). Membuat dan 
menandatangani berita acara pemeriksaan;. (g). 
Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;. 
(h). Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak 
pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau;. (i). Melakukan 
tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 
Dari kedua Pasal di atas dapat kita lihat bahwa 
pihak Kepolisian mempunyai wewenang dalam 
penyidikan setiap terjadinya pelanggaran Lalu Lintas. 
Sehingga masyarakat tahu akan peran penting kepolisian 
dalam mengatur Lalu Lintas, supaya terciptanya ketertiban 
dan keamanan dalam berkendara dan berlalu Lintas. 
Namun peran polantas sebagai pengatur Lalu Lintas tidak 
dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam 
berkendara, sehingga masih ada masyarakat yang nekat 
melanggar Lalu Lintas. Adapun pelanggaran yang 
menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga korban ada 
yang hanya luka ringan, luka berat, serta adapula yang 
sampai meninggal dunia. Berikut pemaparan Pasal – pasal 
Undang – undang Lalu Lintas. 
Apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka 
ringan. pihak aparat Polantas akan mendatangi TKP, dan 
meminta kedua belah pihak untuk dapat menunjukkan 
surat – surat kendaraan bermotornya. Pihak Polantas 
bertugas sebagai penengah dalam kasus kecelakaan 
tersebut, sehingga kedua belah pihak menemukan jalan 
kesepakatan. Berikut Pasal yang mengatur tentang 
kecelakaan yang menyebabkan luka ringan. Terdapat 
dalam Undang – undang Lalu Lintas Pasal 229 ayat (1), 
dan (2) yaitu: (1). Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan 
atas: (a). Kecelakaan Lalu Lintas ringan; (b). Kecelakaan 
Lalu Lintas sedang; atau. (c). Kecelakaan Lalu Lintas 
berat. (1). Kecelakaan luka ringan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan 
yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang. 
Dari Pasal di atas dapat kita lihat bahwa apabila 
terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan Lalu 
Lintas dan mengakibatkan korban luka ringan. Maka pihak 
Polantas melakukan olah TKP serta menahan Surat –surat 
Kendaraan Bermotor dari kedua belah pihak, sehingga 
dapat di proses lebih lanjut. 
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Untuk kecelakaan yang menyebabkan luka berat, 
awalnya korban dibawa kerumah sakit terdekat untuk 
keselamatan yang luka berat, dan prosesnya tidak jauh 
beda dengan kecelakaan yang menyebebkan luka ringan, 
yaitu dengan menahan surat – surat kendaraan bermotor 
dari kedua belah pihak untuk diselesaikan secara 
kekeluargaan atau lanjut ke ranah hukum atau ke meja 
hijau. Dari kecelakaan yang mengakibatkan luka sedang 
dapat kita lihat dalam Undang – undang Lalu Lintas Pasal 
229 ayat (1), dan (3) yaitu: (1) Kecelakaan Lalu Lintas 
digolongkan atas: (a). Kecelakaan Lalu Lintas ringan; (b). 
Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau. (c). Kecelakaan Lalu 
Lintas berat. (1). kecelakaan Lalu Lintas sedang 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan 
dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
Dari Pasal di atas dapat kita lihat bahwa pelanggaran 
Lalu Lintas yang menyebabkan luka sedang tidak jauh 
beda dengan pelanggaran yang menyebabkan luka ringan. 
Namun berbeda halnya dengan pelanggaran Lalu Lintas 
yang menyebabkan kecelakaan luka berat. Untuk 
prosesnya yaitu melalui rumah sakit untuk di visum hal ini 
digunakan untuk jalur hukum, jadi harus di visum dulu 
agar kita tahu apa yang menyebabkan manusia itu 
meninggal. Setelah hasinya itu keluar dari rumah sakit, 
maka bisa di ajukan ke pihak Asuransi atau Jasa Raharja. 
Dan untuk proses hukum akan tetap di lanjutkan apabila 
yang mengalami kecelakaan ini meninggalnya akibat dari 
kecelakaan. Berikut Undang – undang Lalu Lintas Pasal 
229 ayat (1), dan (4) yaitu: (1) Kecelakaan Lalu Lintas 
digolongkan atas: (a). Kecelakaan Lalu Lintas ringan; (b). 
Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau. (c). Kecelakaan Lalu 
Lintas berat. 
(1). Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. 
Dari Pasal di atas dapat kita lihat bahwa pelanggaran 
yang terjadi dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas 
dan mengakibatkan korbannya luka berat atau sampai 
meninggal dunia. 
 
Dapat kita lihat peran penting pihak Polantas dalam 
mengatur serta menanganai berbagai pelanggaran supaya 
terciptannya masyarakat yang aman dan tertib dalam 
berlalu lintas, pihak Polantas sudah berupaya untuk 
memberikan sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat 
melalui penyuluhan secara langsung, dengan mendatangi 
sekolah - sekolah, dan tempat – tempat ramai, yang biasa 
masyarakat berkumpul, selain itu pihak Polantas  juga 
memasang banner atau spanduk peringatan di tiap sisi 
jalan yang rawan akan pelanggaran. Serta tidak hanya itu 
setiap pagi ada anggota yang di tempatkan di tiap tikungan 
jalan atau titik – titk black spot, agar tidak terjadi 
pelanggaran. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan 
mudah, karena tanpa adanya kesadaran hukum di dalam 
masyarakat akan bahayanya melanggar marka dan rambu 
jalan maka semua itu tidak akan berjalan dengan mudah. 
Masyarakat sebagai pengguna jalan berperan penting 
dalam ikut serta menjaga keamanan, keselamatan, dan 
kenyamanan antar pengendara. 
 
Lampiran Tanya Jawab Wawancara 
Dalam hal ini peneliti mengajukan 8 (delapan) 
pertanyaan, berikut penuturan dari bapak Kanit AKBP. 
Didit Dwi tentang Strategi penanganan pelanggaran Lalu 
Lintas. 
1. Bagaimana Strategi bapak dalam Menangani 
Pelanggaran Lalu Lintas. Beliau menuturkan : 
“ yaa bisa secara refresif ataupun tindakan 
tegas,untuk yang Preventif  atau himbauan kepada 
masyarakat agar lebih tertib dalam mematuhi 
peraturan Lalu Lintas di jalan,  juga kita 
melakukan pemasangan spanduk atau baner – 
baner himbauan di simpul – simpul jalan,dan juga 
kita melakukan Dikmas atau Pendidikan Lalu 
Lintas, melalui masyarakat, yang dilakukan di 
masjid, ataupun di tempat yang biasa masyarakat 
nongkrong, biasanya sopir ataupun pedagang di 
pasar.Untuk tindakan tegasnya, kita biasanya 
melakukan Tindakan Tilang”. 
(wawancara 23 april 2015). 
Begitulah penuturan dari Bapak Kanit Polantas 
AKBP. Didit Dwi tentang Strategi penanganan 
Pelanggaran Lalu Lintas, yang menurut beliau bahwa ada 
2 (dua) macam penanganan pelanggaran Lalu Lintas yaitu 
secara Refresif atau himbauan kepada masyarakat yang 
secara langsung atau secara tidak langsung, untuk yang 
secara langsung beliau menuturkan bahwa himbauan akan 
diberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan 
cara melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah, di masjid 
serta tempat biasa masyarakat berkumpul atau tempat yang 
biasa masyarakat nongkrong. seperti sopir dan para 
pedagang di pasar. Untuk tindakan tegasnya langsung 
Tilang ditempat. 
 
2. Menurut Bapak Kanit AKBP. Didit Dwi, beliau 
menuturkan bahwa di perlukan strategi untuk 
menerapkan penanganan pelanggaran Lalu Lintas, 
guna mengurangi pelanggaran Lalu Lintas. Beliau 
menuturkan : 
“ biasannya kita menempatkan anggota di simpul-
simpul rawan pelanggaran, misalnya di traffic light, 
ataupun di putar balik yang biasanya orang 
menyeberang jalan, selain kita mengamankan 
penyeberang jalan juga mengurangi resiko untuk 
terjadinya kecelakaan. Biasanya kan ada kalau pagi 
atau sore, kan polisinya ngepos di titik – titk 
tertentu, perempatan, pertigaan Atau pas tikungan 
kan ada gitu, kayak di tikungan sini tiap pagi kan 
ada”. 
(wawancara 23 april 2015). 
 
Penuturan di atas merupakan merupakan 
penuturan tentang cara penerapan strategi penanganan 
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pelanggaran Lalu Lintas, guna mengurangi 
pelanggaran Lalu Lintas di area Jembatan Suramadu, 
beliau menuturkan kalau beliau menempatkan anggota 
di simpul – simpul jalan yang rawan pelanggaran, 
misalnya di traffic light, atau area putar balik yang 
dimana biasanya pejalan kaki menyeberang, hal ini 
dilakukan guna keselamatan para pejalan kaki dan juga 
resiko terjadinnya kecelakaan, pihak Polantas selalu 
menempatkan personilnya pada pagi ataupun sore hari 
yang tujuannya untuk mengurangi pelanggaran karena 
pada jam – jam tersebut banyak masyararakat yang 
lewat di sekitar area Jembatan Suramadu. Pagi 
harinnya  untuk berangkat kerja atau para pelajar yang 
berangkat ke sekolah, sedangkan untuk sore harinya 
masyarakat juga akan ramai melewati jalan area 
Suramadu untuk pulang kerja. Pihak Polantas sengaja 
menempatkan personilnya di tiap titik – titik tertentu 
kayak perempatan, pertigaan atau pas tikungan. Guna 
mengurangi pelanggaran dan resiko terjadinya 
kecelakaan. 
3. Apa yang menyebabkan pengendara motor itu 
melanggar Rambu Lalu Lintas, beliau 
menuturkan : 
“ bisa disebabkan karena dia kurang memahami 
rambu juga bisa, atau dia terburu – buru. Dan juga 
dari kesadaran manusia itu sendiri, mungkin dia 
kurang peka terhadap pentingnya rambu, selain 
untuk menjaga keselamatan diri sendiri juga untuk 
menjaga keselamatan orang lain, awal dari 
kecelakaan kan ada 4 (empat), ya 
maksudnya,awal kecelakaan tu kita awalnya dari 
pelanggaran, dan keteledoran. jadi bila mas sering 
lihat terjadi kecelakaan di Suramadu, mungkin 
karena keteledoran dan kurang patuhnya 
masyarakat tersebut, atau nyelonong atau apa 
tentu masnya sudah tau kan”. (wawancara 23 april 
2015). 
 
Dari penuturan bapak Kanit AKBP. Didit dwi, 
beliau menuturkan bahwa pelanggaran Rambu Lalu 
Lintas bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman 
masyarakat akan rambu – rambu Lalu Lintas, dan 
mungkin karena terburu – buru, sehingga kurangnya 
kesadaran dari manusia itu sendiri. Serta kurang peka 
terhadap pentingnya Rambu Lalu Lintas. Maka 
masyarakat diharapkan untuk dapat menjaga 
keselamatan terutama diri sendiri, dan juga untuk 
menjaga keselamatan orang lain, karena awal dari 
kecelakaan awalnya dari pelanggaran, dan keteledoran 
masyarakat itu sendiri. Bila kita melihat terjadi 
kecelakaan di area Suramadu,bisa di sebabkan dari 
keteledoran dan kurang patuhnya masyarakat tersebut, 
akan pentingnya Rambu Lalu Lintas. Demikian 
penuturan dari bapak Kanit AKBP. Didit dwi tentang 
penyebab pengendara motor Melanggar Rambu Lalu 
Lintas. 
 
4. Untuk Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, 
bagaimana Strategi pihak Kepolisian dalam mencegah 
Pelanggaran Lalu Lintas. Beliau menuturkan : 
“ untuk menekan angka kecelakaan biasanya 
kita menempatkan, Aah, , rambu atau spanduk 
himbauan di titik – titik black spot yang rawan 
kecelakaan, biasanya kita memberikan rambu 
peringatan di titik – titik black spot  rawan 
kecelakaan. Juga kita menempatkan personil 
untuk ngepos disana. Selain rambu juga ada 
personil yang  jaga di sana untuk menekan 
angka kecelakaan”. (wawancara 23 april 
2015). 
 
Dari penuturan bapak Kanit AKBP. Didit dwi, beliau 
menuturkan bahwa Untuk Menekan Angka Kecelakaan 
Lalu Lintas. Strategi pihak Kepolisian dalam mencegah 
Pelanggaran Lalu Lintas. Beliau menuturkan bahwa untuk 
menekan angka kecelakaan biasanya pihak Polantas 
menempatkan personilnya di titik – titik black spot yang 
rawan kecelakaan. Serta memasang spanduk atau baner 
himbauan di titik – titik black spot  dengan  memberikan 
rambu peringatan. Itulah upaya pihak Polantas dalam 
menekan angka kecelakaan. 
 
 
5. Apa yang bapak lakukan jika terjadi kecelakaan yang 
menyebabkan luka ringan. Beliau menuturkan bahwa: “ 
kalau terjadi kecelakaan luka ringan, otomatis kan si pihak 
korban atau masyarakat yang mengetahui lapor ke kita, 
kita mendatangi TKP meminta untuk dapat menunjukkan 
surat – surat dari kedua belah pihak, kalau itu hanya luka 
ringan yang bukan sifatnya hanya materi kita pakai ah 
secara musyawarah antara korban sama yang ini, yang 
nabrak tadi bisa selesaikan ngak kalau kita tidak selesaikan 
bisa lanjut ke pengadilan itujadi kita rembukan antar kedua 
belah pihak, kalau itu luka ringan”. (wawancara 23 april 
2015). 
 
Dari penuturan bapak Kanit AKBP. Didit dwi, yang 
menuturkan apabila terjadi kecelakaan yang 
menyebabkan luka ringan, pihak aparat Polantas kita 
akan mendatangi TKP dulu, dan meminta kedua belah 
pihak untuk dapat menunjukkan surat – surat kendaraan 
bermotornya, kecelakaan yang di alami hanya 
menyebabkan luka ringan atau yang sifatnya hanya 
materi, kita pertemukan kedua belah pihak untuk  
memusyawarahkan yang menurut mereka sama – sama 
tidak di rugikan, kami sebagai pihak Polantas bertugas 
sebagai penengah dalam kasus ini, sampai kedua belah 
pihak menemukan jalan kesepakatan. Namun apabila 
kedua belah pihak ini tidak dapat menemukan 
kesepakatan maka bisa lanjut ke ranah pengadilan. 
6. apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka 
berat beliau menuturkan : 
“ Itu kita tahan surat – surat maupun kendaraan dari 
kedua belah pihak, dengan dalih agar mereka bisa 
kita panggil  kesini untuk penyelesaian, itu bisa 
secara kekeluargaan ataupun lanjut ke meja hijau, 
jadi sama prosesnya, kita rembukan dulu, bisa gak 
ngatur ini, biasanya kan dari pada mereka ribet ke 
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pengadilan kita juga mediasi, kalau memang tidak 
ketemu ya sudah kita lanjut ke meja hijau. Jadi 
seperti itu.  Nah terutama untuk yang luka berat kita 
langkah awal mendatangi TKP langsung kita bawa 
kerumah sakit terdekat, kita fokus ke keselamatan 
yang luka berat tadi, untuk materi atau apapun kita 
titipkan di Polsek atau Pos terdekat, jadi seperti itu, 
jadi fokus kepada yang luka berat kita bawa ke 
rumah sakit  ataupun puskesmas”. (wawancara 23 
april 2015).  
Untuk kasus kecelakaan yang menyebabkan luka 
berat bapak Kanit Polantas AKBP. Didit dwi 
menuturkan tidak jauh beda prosesnya dengan 
kecelakaan yang menyebebkan luka ringan, beliau 
menuturkan kalau pihaknya akan menahan surat – surat 
kendaraan bermotor dari kedua belah pihak, dengan 
tujuan agar kedua belah pihak bisa di panggil  ke kantor 
untuk penyelesaian, setelah di pertemukan antar ke dua 
belah pihak tersebut, mereka di beri kesempatan untuk 
memilih, apa bisa diselesaikan secara kekeluargaan 
atau lanjut ke ranah hukum atau ke meja hijau. Kita 
memberi pilihan karena biasanya kalau jalur hukum 
akan sulit jadi kita memberi kesempatan dengan jalur 
mediasi. Namun apabila dengan cara mediasi kita 
masih tidak dapat mendapatkan kesepakatan antar 
kedua belah pihak maka otomatis kita akan lanjut ke 
meja hijau. Untuk yang luka berat langkah awal kita 
mendatangi TKP, dan langsung kita bawa kerumah 
sakit terdekat, kita fokuskan ke keselamatan yang luka 
berat tadi, untuk kendaraannya kita bisa titipkan di 
Polsek atau Pos terdekat,  jadi fokus dulu kepada yang 
luka berat lalu kita bawa ke rumah sakit ataupun 
puskesmas terdekat. 
7. Apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan 
kematian, beliau menuturkan : 
“ untuk kecelakaan yang menyebabkan 
kematian kita sama, kita bawa kerumah sakit 
dulu untuk visum karena yang untuk jalur 
hukum, harus visum dulu karena yang 
menyebabkan manusia itu mati atau ngak 
kan kita kan harus visum, jadi dari rumah 
sakit, itu nanti ada kaitannya Asuransi atau 
Jasa Raharja, kalau gak ada visum mungkin 
Asuransi atau Jasa Raharja itu kan gak bisa 
keluar. Setelah itu proses hukum lebih 
lanjut”. (wawancara 23 april 2015). 
Bapak Kanit Polantas AKBP. Didit dwi menuturkan 
untuk kecelakaan yang menyebabkan kematian 
prosesnya kurang lebih sama, dengan kecelakaan luka 
berat. Untuk prosesnya yaitu kita bawa dulu kerumah 
sakit untuk visum hal ini digunakan untuk jalur hukum, 
jadi harus di visum dulu agar kita tahu apa yang 
menyebabkan manusia itu meninggal. Setelah hasinya 
itu keluar dari rumah sakit, maka bisa kita ajukan ke 
pihak Asuransi atau Jasa Raharja. Dan untuk proses 
hukum akan tetap kita lanjutkan apabila yang mengalami 
kecelakaan ini meninggalnya akibat dari kecelakaan itu. 
8. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam 
menerapkan strategi penanganan Lalu Lintas. Beliau 
menuturkan : 
 “ Yang namanya kecelakaan kan tidak bisa di 
hindari mas, kita sudah berupaya untuk 
memberikan himbauan, penyuluhan, 
sosialisasi kesekolah, atau ke tempat – tempat 
keramaian ya kan, nah selain itu kita juga 
memasang banner atau spanduk peringatan, 
terus tiap pagi kita ada anggota yang ngepos di 
situ, terus malam hari, atau posisi tertentu, 
kayak hujan, kabut, kondisi seseorang lelah 
atau capek, itukan sesuatu yang tidak bisa di 
hindari, namanya pelanggaran kita bisa 
menekan saja, menekan dan mengurangi, tapi 
namanya kecelakaan kita cuman bisa menekan 
aja, kendalanya dari manusianya sendiri, dari 
kondisi fisik, karena penyebab kecelakaan kan 
dari faktor alam, faktor jalan, manusia sama 
laik kendaraan, kadang kita ooh remnya blong, 
gitu kan bisa jadi terjadi kecelakaan, terus 
faktor alam mungkin karena kabut, hujan, 
jalan mungkin menikung atau rusak juga bisa 
menyebabkan kecelakaan. Terus yang terakhir 
faktor manusia, mungkin kondisi lelah, 
ngantuk sama mabuk, itu juga bisa, lah yang 
kedua faktor ngantuk sama mabuk itu. Itu 
kendalanya seperti itu. Empat faktor itu”. 
(wawancara 23 april 2015) 
 
Bapak Kanit Polantas AKBP. Didit dwi 
menuturkan kalau yang namanya kecelakaan tidak bisa 
kita hindari. Namun kita sudah berupaya untuk 
memberikan himbauan kepada masyarakat melalui 
penyuluhan, sosialisasi di sekolah - sekolah, atau ke 
tempat – tempat ramai yang biasa masyarakat berkumpul, 
selain itu kita juga memasang banner atau spanduk 
peringatan di tiap sisi jalan. Tidak hanya itu tiap pagi ada 
anggota kita yang sengaja kita tempatkan di tiap tikungan 
jalan, agar tidak terjadi pelanggaran. Kendalanya juga bisa 
dari faktor alam, kayak hujan, kabut, serta dari manusia itu 
sendiri seperti kondisi seseorang yang lelah atau capek, hal 
itulah yang tidak bisa di hindari. namanya pelanggaran kita 
bisa menekan dan mengurangi, tapi namanya kecelakaan 
kita cuman bisa menekan saja. Untuk kendalanya dari 
manusianya itu sendiri, dan dari kondisi fisik. Karena 
penyebab kecelakaan berawal dari faktor alam, faktor 
jalan, manusia, dan laik kendaraan. Berikut penjelasan dari 
4 faktor ini: (1). Dari faktor Alam, bisa karena kabut, angin 
kencang. (2). Dari faktor  Jalan, bisa jalannya yang 
menikung atau rusak. (3). Dari faktor manusia, mungkin 
kondisi lelah, ngantuk,  mabuk.(4). Dari faktor kendaraan, 
bisa dari Rem motor yang blong, atau kendaraan yang 
tidak layak pakai. 
Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa 
Jembatan Suramadu yang indah ini tidak dibarengi dengan 
kesadaran hukum di dalam masyarakat, sehingga 
menyebabkan adanya pelanggaran Lalu Lintas, mulai dari 
pelanggaran yang ringan sampai pelanggaran yang berat, 
seperti pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan Lalu 
Lintas. Maka dibutuhkan strategi penanganan oleh 
Polantas Polsek Nambangan, selaku petugas yang 
berwenang di area Jembatan Suramadu. Menurut Polantas 
Jembatan Suramadu Surabaya ada 2 (dua) macam 
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penanganan pelanggaran Lalu Lintas yaitu secara 
preventif, dan secara Represif. (1)Secara preventif yaitu 
dimana pihak Polantas menempatkan anggotanya di 
simpul – simpul jalan yang rawan pelanggaran, dan di tiap 
titik – titik tertentu seperti perempatan, pertigaan dan di 
tikungan, serta memasang spanduk atau baner himbauan di 
titik – titik black spot  dengan  memberikan rambu 
peringatan. Upaya pencegahan dilakukan melalui 
peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan 
prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk 
pengawasan dibidang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang 
lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi management 
dan rekayasa Lalu Lintas, dan modernisasi sarana dan 
prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum 
dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan 
hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang tegas. 
(2). Secara represif yaitu dimana setelah terjadinya 
pelanggaran. Seperti halnya pelanggaran Rambu Lalu 
Lintas yang disebabkan karena kurangnya pemahaman 
masyarakat akan rambu – rambu Lalu Lintas, dan kurang 
peka terhadap pentingnya Rambu Lalu Lintas. karena awal 
dari kecelakaan berawal dari pelanggaran Lalu Lintas, 
pelanggaran yang terjadi, serta pelanggaran yang 
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dapat kita lihat dari 
beberapa faktor, diantaranya yaitu ada beberapa faktor: 
(1). faktor Alam, bisa karena kabut, angin kencang. (2). 
Dari faktor  Jalan, bisa jalannya yang menikung atau rusak. 
(3). Dari faktor manusia, mungkin kondisi lelah, ngantuk,  
mabuk. (4). Dari faktor kendaraan, bisa dari Rem motor 
yang blong, atau kendaraan yang tidak layak pakai. 
Dari faktor – faktor tersebut dapat kita lihat bahwa 
pelanggaran yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya 
kecelakaan, karena penyebab kecelakaan bukan hanya dari 
faktor kelalaian manusia, namun juga dari faktor alam, 
jalan, faktor laik kendaraan, sehingga diharapkan kita 
sebagai pengguna jalan raya lebih berhati – hati dan saling 
menghormati antar pengendara, sehingga akan 
menimalisir terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. Beberapa 
akibat dari pelanggaran lalu lintas diantaranya yaitu : 
Terjadinya kemacetan lalu lintas. Terutama pengemudi 
sepeda motor yang dengan seenaknya menyerobot lampu 
merah, memotong jalan dan melawan arus, belum lagi 
kendaraan umum seperti: angkutan umum, bus kota, taxi 
dan becak yang sering mangkal dan mengambil atau 
menurunkan penumpang semaunya sendiri disembarang 
tempat. Sangat disayangkan penegakkan peraturan 
maupun penindakan para pelanggar terkesan lemah 
meskipun undang-undang lalu lintas sudah ada. Maka 
penegakkan hukum harus tegas, penyuluhan berlalu lintas 
terhadap warga masyarakat harus dilakukan tanpa henti, 
termasuk disekolah agar disiplin berlalu lintas khususnya 
dapat ditaati oleh setiap pengendara dan warga masyarakat 
pada umumnya. Pengendara memahami aturan berlalu-
lintas, tetapi masih nekad melanggar, padahal melanggar 
aturan lalu-lintas adalah maut, membahayakan 
keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. 
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